¢ mberikan ;amman _moral dan .-h'ﬁkum'

'kepada setlap manusia itu umuk ‘menikmati
kebebasan _dari. segaia Dbeniuk. perhambzan
penmdasan perampasan, penganiayaan atau
periakuan apapun lainnya yang menyebabkan
manusia. ity .tak . dapat . hidup: secara . layak
sebaga: _manusia. ..yang .. dimuliakan::. Allah,
Berabad-abad. lamanya manusia dalam jumlzh
massal hidup dalam keadaan tak d:aku: hak-
hakny yang asas demikian jtu. Jutaan manu-
sia dalam sejarah hidup dalam kedudukannya
yang rendah_sebagai . ulur—uiur atau hamba-
hamba.. Banyak pula yang | bahkan harus hldup
sebaga: budak-budak . tawanan yang. dapat
dlpequalbehkan oleh “para Gusti® yang meng-
klaim kekuasaannya sebaga: kekuasaan yang
berlegitunam supranatueal .(atzu_masih - ada
alasan lain).

- Ide .dan konsep HAM. lahir. dan. berkem—
bgmg__marak  ketika. se;u_m_lah pemikir - Barat
yang .berpikiran .cerah beberapa abad yang
lalu — pada suatu zaman menjelang berakhir-
nya . kekuasaan. para . monarkhi -absolut di
negeri- negeri mereka, antara lain Montesquieu
dengan bukunya De ['Fsprit des Lois (1748) dan
-Adam Ferguson dengan bukunya. Essays on the

berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk
merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarian-
isme - (demi  ketahanan dan. kemakmuran
bangsa’) men;adi tak. dapat_ ditahan-tahan lagi.
Komunitas-komunitas ‘warga: sebangsa, diorga-
nisasi, dalam WU]Ud institusi politik baru.yang
memproklamasikan diri sebagai negara demo-
krasi, .:lahir. secara - berturut-iurut di benua
Amenka (Negara . Federal -Amerika Se:aka[

1776 dan di -benua. Eropa (I\?egara Republ:k
Perancis, 17861, . :

Jtlah dua negara yang kemud:an da;adl—
kan -model negara merdeka - yang berhasil
dibangun di aas infrastruktur suatu komunitas
warga (civil society), suatu komunitas yang tak
lagi. menghalalkan adanya pemilahan askriptif
antara mereka yang terbilang a class of the
bigher order dengan segala hak-hak istimewa-
nya dan. mereka. yang terbilang a class of the
lower order yang tak banyak mempunyai hak.
lulah . dua negara -yang dikonstruksi- oleh
eksponemeksponennya demi terwu;udnya ke-
s¢jabteraan - rakyat - banyak - (res  publica,
republik?, yang - kemudian  dijadikan : model
negara -modern berkonstitusi, vang mengkon-
sepkan konstitusi sebagai suatu kontmak sosial.
Kontrak  sosial -menurut - konsep -ini adalah
suatu perjanjian fuhur antar-inanusia- sesama
warga, ialah antara warga yang berdaulat
sebagai .rakyat -penduduk - negeri (yang oleh

HsioTy of Lt oociely (1/07) — mulai mem-
perianyakan keabsahan wawasan dan-tradisi
yang . amat diskeiminatif-- dalam  kehidupan
seperti it Tatkala di negeri-negeri Barat. ~
secara - suksesif -alkan  tetapi juga berdaya
alumulatif ~ gagasan-gagasan baru ity mulai

sebab ilu pada asasnya .akan tetap berkebe-
basan daflam . segala - hal, - kecuali apabila
ditentukan -lain menurut -hukum perundang-
undangan) dan warga yang bersedia :mem-
peroleh. mandat untuk menjabat dalam sistem
pemerintahan (tanpa memperoleh kewenang-
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s _'-suatu kompleks konsep yang salmg ber-
sangkut—sangkutan vang secara total dikenal
sebagai konsep kehidupan yang demokratik.
Tidaklah ‘mungkin ada kehidupan- demokrasi
disuatis- negert” apabﬁa mfrasiruktur ‘sosiat
suatu’ komunitas- pol:nk (negam*) ‘#tu” bukan
masyamkat warga, ~melainkan - masyarakat
hamba ‘yang ‘harus - hxdup tanpa’ hak- hak -asasi
yang dz;amm ‘oleh 'suatu_konstitusi dan ‘oleh
hukum “vang “dihormati - oleh semua pihak,
khususnya oleh ‘para pengemban kekuasaan
negara. ~ Tak pelak lagi,  menurut * konsep
tentang kehidupan - demokrasi  sebagaimana
berkembang dalam ‘sejarah politik dan ketata-
negaraan Barat yang mutakhic”ini, hak-hak
manusia- yang - asasi - (yaog  boleh - dibatasi
namun tak ‘boleh didlinkan apalagi dirampas)
adalah’suatu unsur yang sungguh esensial dan
menentukan“sine qua non, bagi- kehidupan
manusia ° sebagm warga dalam keh:dupan
bemegara

“"HAM yang ‘mensyarati keh:dupan berne-
gara: demokratik* sebagaimana berkembang
dalam sejarah negeri-negeri Barat (seperti yang
dibentangkan -di: muka) itu'adalah sesunggub-
nya “HAM -yang ‘diperjuangkan -demi ‘terlin-
dunginya hak-hak manusia dalam kapasitasnya
sebagai individy, nota bene dari kemungkinan
perlakuan sewenang-wenang para”penguasa
nasional.* Makna 'HAM ‘seperti “itu teriafsir
berubah ketika konsep HAM ‘ini mulai dikenal
dan ‘merebak ke ‘hegeri-negeri jajahan. “Di
negeri-negert jajahan’ ini, - melatui proses
dekonstruksi - dalam gapasan-gagasan  para

al fmedom melainkan soal inde,

- ‘Paham yang mengkonsepkan HAM sebagal
hak-hak asasi manusia individu sering ‘disebut
oleh para pengkritiknya sebagai paham liberal
yang terlalu membela kepentingan individual
manusia-manusia dalam kehidupan : ekonoml
sosial dan poimk Para’ ‘nasionalis i
kemerdekaan  di bumi-bumi kolon_ '
kemudian juga para pem;mpm serfa penguasa
pemerm{zhan di" negeri- negerl berkembang,
umumnya cenderung pula mengesan bahwa
kepentingan-kepentingan individual seperti itu
akan gampang miring ke - atau malah identik
dengan”~ egosentrisme dan yang oleh ‘sebab
itu dikhawatirkan akan gampang memarakkan
sikap-sikap anti-sosial. Berangkat dari prasang—
ka sepem itu, para penguasa pemermtahan di
negen—negen berkembang bekas' negeri jajah-
an tanpa henti selalu mencoba mendesak_kan
ati makna' HAM menurut Versmya yang lebih
pas untuk kepentingan  negeri-negeri yang
tengah berkembang. Talah bahwa HAM seba—
gai hak-hak asasi manusia harus lebih me:
mentingkan kepentingan “manusia’ sebagai
suatu kolektiva atau suprakolektiva (bangsaf)
daripada kepentingan manusia sebagal md1—
vidu.

' Di manakah posisi pendirian para’ pemuka
dan penguasa politik Indonesia 'di ‘tengah
kontroversi individualisme versus kolektivisme
dalam soal HAM ini? Pemyatazn- pernyataan
para pemul-.a politik dan/alau para pengem-
ban kekuasaan negara di Indonesia umumnya
mengesankan ‘kerisauan mereka pada paham
keuniversalan HAM sebagai hak-hak ‘mantsia

nasionalis’ perintis -kemerdekaan, HAM mem-
peroleh tafsir “maknanya “yang “baru. lalah,
bahwa / eksponen-eksponen “HAM  dalam
kehidupan - kolonial harusiah “mengariikan
‘manusia’ ~ tidak  sebagai manusii-manusia
individu yang tengah merisaulan keltuasaan
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tak-selali-kali -

individu yang tak mungkin dialihkan  (ina-
lienable} ke tangan siapapun dan ‘pula yang
boleh “dilanggar (inviolable)
secara ‘melawan hukum. [tuiahhak-hak™ yang
bertolak  dari paradigma - ‘kebebaszn manusia
demi kelestarian eksistensi ‘individual’ manusia




warga cwzl "'gbis) dan. .demi. pelaksanaan

kemerdekaéh) suatu’ bangsa “dari “ ancaman
bahaya kekuasaan bangsa lain. Inifah kebebas—
yang dmamakaﬂ “’kemerdekaan’ - yang

seara umversal dltuntut agar d:akul sebaga: :

hak segala bangsa,’ =+l

-+ Nyatalah dengan. begltu sebagat pengaiam—
an: se]arah ‘bahwa-apabila dari krisis ke krisis
dalam sejarah’ kehidupan “duria“ Barat’ para
eksponen merisaukan betapa semena-mena
dan’tidak adllnya penguasa—penguasa otokrat
memperlakukan ‘manusia‘manusia sesarnanya
yang tengah berstatus - kurang ‘berdaya,” para
eksponen dis neger:—negeu jajahan’ dan’ bekas
;a;ahan telah lebih ‘merisaukan betapa hak- hak
kemerdekaan bangsa-bangsa terja;ah banyak
dlmgkan bangsa -bangsa ‘lain’ yang ber:ndusm
maju, Maka dapat’ d:mengem pula mengapa di
teugah krisis kemanusman padatahun 1940-3n
para pemuka dii negen-negen Barat berkehen—
dak” menegaskan kembah kepercyasan pada
hakhak fnndamemal manusna “martabat dan
nﬁal—mla: pnbad: yang ‘insani” (sebagazmana
ternya{akan dalam Mukadimah Piagani PBB,
1945) dan’ sehubungan dengan hal ¥} luga
berkehendak ‘meneruskan per;uangan guna
mema;ukan per!mduragan hak hak asasi setiap
manusia "atas hidup, kebebasan dan keaman-
an..pl 'badmya (sebagasmana bunyl nasai 3

.- Dari  premis pemleran yang - bel:beda.
-seperti itu terbedakaniah. pula -konsep. dasar -

mengenai. makna . fungsi., negara, dan, sehu- -
bungan ; dengan .itu, ‘pula. tentang makna; '
hubungan hak -dan kewajiban_antara negara
clan manusia-manusia rakyamya .antara apa” -
yaﬂg dsanut di. duma .Barat yang kian- men-

: __dommas; percaturan polmk antarbangsa dany.. .

apa, yang dianut para. pemuka bangsa-bangsa. -
baru, antara Jain.. juga yang. di. Indonesm

gampang mencungan kekuasaan negara se-
bagai. pengancam kebebasan para warga yang' :
amat - potensial, -(dan_ oleh karena, itu - harus .
selalu diwaspadai secar. konst_:iusxpnal_ agar
tidak .. memperkosa . hak-hak .. asasi :manusia-
manusia yang-berstatus sebaga; WAarga negara),

di - kalangan bangsa-bangsa . Asia -dan' Afrika
yang .rupanya lebih marak @ adalah paham
bahwa negara itu justru amat dlharapkan hadic
untuk -(misalnya . menurut . versi . Indonesia,

sebaga:mna terbaca dalam Pembukaan UUD
45) "melindungi segenap. bangsa dan - untuk
memajukan: kesejahteraan. umum, mencerdas-
kan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana-
kan ketertiban dunia yang berdasarkan. kemer~
dekaan perdamaian..-abadi - dan - keadilan
sosial”.

: Pernyataan di dalam UUD yang d:undang—
kan__‘ _pada_ tahun 1945 tentang . kewajiban
negara . untuk (antara lain) ... .memajukan
kesejahteraan umum” ~ dihubungkan dengan
pasal 33-nya tentang asas kekeluargaan dalam
sistem  perekonomian nasional, -berikut pem:
berian kepercayaan yang besar kepada negara
untuk - menguasai. kekayaan alam dan cabang-
cabang produksi.yang penting ~ nyata kalau
boleh, .atau bahkan  harus, dirujuk sebagai
dasar pembenar konsmusnonal cleh . peme-
rmtah di Indonesxa untuk melancarkan seluruh
program .pembangunan, . dengan memberikan
kekuasaan . mendahulu. kepada  negara -dan
para .pengemban  kelkuasaannya.  Kalaupun

gerak untuk . melantangkan seruan "bahwa
kemerdekaan it adalah hak segaia bangsa
dan oieh sebab i maka pen;a;ahara di atas
dunaa harus dlhapuskan (sebaganmana yang
bisa dibaca dalam Pembukaan UUD RI 1945).

tdak dalam scsoknya yang organik-biologik —
seperti yang digambarkan dari perspektif teori
integralistik yang bersumber dari teori ofganis-
me Hegelian ~ negara tak. jarang-jarangnya
dxgambarkaﬁ dalam sosoknya: yang supra-
organil, . bahkan sebagai suatu, sosok - yang
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eadérung hegemomk sepem

"‘-"-hak hak asa51 manus:a

bangan pem:kiran sepem kian ber]an]ut tatkala
keyakman lama ‘dari*era feodalisme Jawa
mengeuaa Kebenaran moml pantang menyatu-
nyds (manunggalmg) ‘para “-warga * (baca:
kawula)* kalawan - ‘Gusti “dicoba - dihidupkan
dan': dlajarkan kembali untuk menambahkan
legmmaSa ‘dan untuk “ kian “ memperkukih
hegemon; pemikimn-fentang’ harus- dmtama»
kannya s ¢ negara “berikut peran” para
pengemban kekuasaannya. ‘Biikankih ‘apabila
sudah “manunggal 'ségala yang dlaspzras:kan
oleh™ para elit ‘pemimpin *dan" para gusti
pengtmsa ith‘adatah pada hakikatnya tnerupa-
kan  Zspirasi- rakyat dan kawulanya mgalah
::\danya7

* Pemahaman HAM vyang tertafsir ‘dan ter-
mplementaa sebaga: ”hak segala bangsa
individu Warganya) untuk: memperoleh kemer-
dekaan ‘dan - kesejahteraannya " itu memang
sungguh berfungsi sebagai ‘kekuatan uniuk
memerdekakan bangsa-bangsa terjajah " dari
péenjajahan bangsa-bangsa asing. Konsép yang
demikian iti, dalam perkembangan dan dalam
kenyataan ‘memang diperlukan pada’ waktu itu
untuk: memperkuat  posisi dan peran negara
yang dominan “tatkala “harus * menghadapi
situasi yang dinilai- darurat. Nepgara dimeta:
forakan sebaga1 sua{u kebulatan dan kekuatan

erupakan  representasi. dan

untuk- mendahulukan’ misi: negara

memprzontaskan secaia’ amat sada ‘lktwﬂas
pembangunannya pada akhu' dasawarsa

memaklumkan dm sebaga: Pemermtah
Pembangunan berbaga: upaya dike

rmtah guna mema;ukan apa Yaﬁ

pembenamya pada konsep HAM yah ]

ditafsir sebagai hak yang harus. mendahulukan-
kepentingan manusia ‘sebagai. suatu ‘kolektiva,
berikut posxtmsasmya ke dalam kaada kaidah
hukum dasar.- ; :
-~ Dari-premis, dasar sebagalmana dlpaparkan
di- muka i pulalah awsal ‘terkembangnya
konsep ideologik bahwa HAM: sebagaimana
yang - terkonsepkan berdasarkan pengalaman
bangsa-bangsa Barat “tidak mungkm.::___dapat
diterima sebagai konsep yang universal. Maka,
HAM .adalah suatu konsep. -yang.: harus
dlanggap bersifat partikular, berbeda: substansn
dari negeri ke negeri, dari bangsa ke ‘b 'g_sa,
dan. dari. negara_bangsa .yang .satu k' negara
bangsa yang lain, HAM, sebagalmana dipikir-
kan dan. dipahamkan . dari . sudut - pandang
bangsa Indonesm yang ber—Pancas:ia dengan
demikian tentulah berbeda (dan mesti ber-
beda!) dengan HAM sebagalmana dunengem
dari sudut pandang bangsa lain yang meyak:m
kebenaran individualisme _ dan . liberalisme.
D:katak:an bahwa rumusan HAM Yang. datang
dan negen«negen Bara[ itu nyata kalau leI:uh

berkait dengan hak—hak asasi
dar:pada prinsip yang berkalt dengan kewa]sb-
an manusia yang asasi kepada masyarakat dan
bangsanya dan kewajibannya untuk men-
dahulukan kepennngan—kepenungan kolektif

manusia _ qf-haml : :ndw;du dengan

sekal:gus menyatupadukan kepentmgan ma-
nusia-manusia - penduduknya vang sebangsa,
Negara pun-lalu serta‘mena harus dapandsng
juga sebagai penyandang ‘hak yang asasi dan
kewenangan demi terjaganya survival bangsa
Ketika “pemerintzh Orde Baru memulai dan
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hendak mengabalkan kedudukannya sebagal
anggo{a masyarakat Padahal kehldupan
manusia dan masyarakaa sesuatu bangsa (dan
tak peiak iaga juga masyarakat dan” bangsa
indonesza) itu sangat dtpengaruhx oleh nilai-
nilai budaya serta ajaran agama yang berlaku




o '-di bumi 1ban"'sa ﬁu i-y_ang tak selamanya dan' :
: endahulukan; __epentmgan—_;

awal usamya Perang Duma Kedua yangﬁ
- 'sungguh lebxh-bernuansa nas:ona!:sme (yang

alasan ‘poht:k mendasarkan dm pada argu-
'menrasx keumversa!an HAM sebagas -hak-hak
-asas, manusia - mdmdua! dalam . statusnya se-
.-bagal ‘warga,: sedangkan konsep hak-hak asasi
sebagai - hak. segaia bangsa : (atau -hak : peme-
rmtah/negam atas nama, bangsa) adalah suatu
konsep . yang . [empoml saja sifatnya, .yang
beriaku sebagal dasar .perundangan nasional
mengatasn situasi-situasi darurat ketika -harus
-:menghadapn ‘dan melawan kekuatan Iuar

Menggumpalnya kekuasaan sentral yang
berfungm untuk memperkukuh posisi negara
di hadapan kekuasaan adidaya asing memang
pemah tak memmbu!kan .keberatan apa-apa;
namun tladanya £453. keberatan ity terjadi di
kalangan mereka yang semula tak berkeber-
dayaan dan kemudian daripada  itu - bersedia
menghamba atau - tejadi di. kalangan . para
warga yang setelah menyadan péntingnya
menggumpalkan kekuasaan nas:onal .secara
terpusat guna menghadapx situasi yang darurat
bersedia "menggantung - dan .mengorbankan®
untuk - sementara. sebagnan dari hak-haknya
yang asasi,. Akan tetapi. halnya  tidaklah lagi
demlklan manakaia mereka  yang : semula
kawula_ itu- telah- kian  berketerpelajaran, -dan
oleh sebab itu Jjuga kian berkemampuan serta
berkeberanian untuk tak lagi mau. menglden-
tifikasi. dm sebagai kawula- kawuta melainkan

demlluan lag; manakala mereka yang telah
mengidentifikasi_diri sebagai warga daripada
sebagax kawula itu, meyakini bahwa keadaan
darurat, teiah tiada lagi dan, oleh sebab i,
hak- hak asasl _yang . semuia digantungkan

...mé@ﬂu droum

sudah seharusny’a d:kembal:kan dan dlpu[;h,_”" E

;kan kembali. - cr _
Dalam : keadaan yang telah berubah dem;—.

: klan 4tu, ; mereka -yang-warga ilu segera-me- -
etzga Mase yang penuh nuaﬂsa '
P berbeda 'den_ga_ kényataan yang :

hn{angkan kehendak agar berkesempatan iku
serta - kembali. di-‘dalam- setiap.‘kegiatan ke:

hidupan bemegara dengan memperoleh kem-

bali hak-hak . politiknya :secara utuh. Tidak .

.cuma, harapan melainkan: juga tuntutan akan -
f terus  disuarakan’ agar. keberdayaan -.dan ke-"-._:_ s
2” | kuasaan politik dnredlstnbusakan kembali‘me- -
| flalui - mekanisme-mekanisme .~ normatif - iyang
dapat. menjamin. kelancaran - -proses. power. .

sbanng Tuntutan-tuntutan dan. berbagai ha-.
rapan ke arah ler;admya otonomisasi — sampai
pun ke tingkat. lerotonomisasinya- . manusia-
manusia individu dalam kapasitasnya sebagai
warga--akan kian menjadi keniscayaan. Legi-
timasi untuk ‘membenarkan dipertahankannya
konsep HAM yang terlalu menyebelah sebagai
hak segala bangsa .(yang sudah . terkonstruksi
sebagai "hak segala negara/pemerintah. atas
nama bangsa?) lalu sera merta akan menjadi
dipertanyakan, setidak-tidakoya pada tahap
konseptualnya, -kalaupun belum . mungkin
bersegera-pada tahap implementasinya.

-+ Kini, sejalan dengan kian majunya tingkat
pend_:d_xl_{a_n_ warga negara, dan berseiring pula
dengan kian_t_ak_rr_iungkin terhalangnya proses
globalisasi yang melalulintaskan jutaan manu+
sia dan berbagai informasi dan isu- melintas-
lintasi-berbagai perbatasan yurisdiksi nasional,
diskursus : tentang . kebenaran - universalisme
HAM menjadi -marak kembali. Dimarakkanlah
kebenaran universalisme HAM yang dikaitkan
dengan eksisiensi kodrati manusia, baik dalam
eksistensinya .sebagai individu maupun dalam
eksistensinya sebagai warga .umat yang tak
boleh didiskriminasi atas dasar kriteria macam
apapun yang .partikular . ‘dan chauvenistik;
kalaupun di-sini setiap individu manusia harus
menyadari pula-kewajiban-kewajibannya yang
asasi, maka kewajiban yang asasi demikian itu
harusiah dlmengem sebaga: teriah:r tak Eam

sebagai makhiuk sosra! ~ untuk menyadan
mengakui dan. menghormau serta menjamin
hak-hak asasi sesama manusia, . Hak asasi, tak
salah. lagi, -memang. harus menyiratkan - pula
adanya kewajiban-kewajiban asasi, tak hanya
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":"dalam kehldupan bemegara akan tetapl Juga'i ”

"dalam-kehxdupan bermasyazakat “tidak: hanya

" ‘dalam ‘kehidupan - politik,“ akan ‘tetapi juga
'bangsa memang’ sungguh penting, 2ka _tapl
: | kemanusiaan' yang ‘adil ' dan beradab as
_ular;lasnya HAM :
_]uga di Indones:a

' '-_dalam_ | eh:dupan ekonomi, sosml dan buclaya

manus;a mdmdu lam sesamanya Kalaupun_

dalam: hal ini universalitas "HAM yang demi-
kian‘itu masih harus dipersoalkan, maka yang
hendak dipettanyakan dan’ dlpersoalkan di sini
bukanlah': Iagl keumversaian subszansmya
me!amkan cuma “sebatas” ‘pelaksanaanniya.

Ialah bahwa pelaksanaan HAM iu masih hards

memperhltungkan kemungkman—kemungkman
komekstualnya

< Kini * tunitutan’ dan - tekanan Kian, kuat
dlpcrl:hatkan di* mana-mana, .dan “harapan-
harapan: pun kian banyak disuarakan pula di
mana-mana, agar negara-negara: nasional mana
pun < sebagai- anppota “Perserikatan Bangsa-
Bangsa — tak hanya menjanjikan ‘niataya untuk
menghormati- HAM melainkan juga’ mengem-
bangkan: upayanya yang il “uniuk “meng-
implementasi sedapat ‘mungkin ‘dan sebanyak
mungkin konvensi dan instrumen HAM ‘yang
telah ‘ada. Namun bagaimanapun dalam pelak-
sanaan HAM pada negara-negara berkembang
(termasuk Republik Indonesia) = ‘masiti sangat
terpengaruh “oleh’ kondisi “dan “situasi ‘masya-
rakat “(kondisional). Keputusan - *Presiden
Republix Indonesia - bertanggal 7 Juni ~1993
nomor 50/1993 tentang pembentukan sebuah
Komisi Nasional HAM di Indonesia-— dengan
salah satu tugasnya membantu terkembangnya
kondisi- yang kondusif bagi pelaksanaan HAM,
sesuai -‘dengan ‘Pancasila, UUD 45, Piagam
PBB ‘dan- Deklarasi -Universal - HAM 1948 -

'bangsa, temuiah ‘masih dtperlukan agar'
harapan “itu dapat dicapai’ dalam’wa
tak “terlalu “lama; :Persatuan’ cian

dasar. ‘Ketuhanan ‘yang' Maha Esa'
=kalau tak kaiah pentmgnyn
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